
LAPORAN KINER^'A INSTANSI PEMERINTAH
( LKJrP I

TAIIUN 2022

r vr-v ffFFr

i. !J'. l J'Y

DINAS PEITANAMAN MODAL DAIT

PELAYANAIT TERPADU SATU PINTU

KABIIPATEN PURWORE.'O

TAIIT,IT 2022

*



DAF,TAR ISI

IIAL/\}IA!T JT'DUL

DAI'TAR ISI
KATA PEITGAI|TAR

BAB I PEITDAIIT'LUAIT .

1. 1 L"a.tar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Dasar Hukum
1.4 Profil Organisasi

1.5 Struktur Organisasi Dinas PMPTSP Kabupaten Purworejo

1.6 Sumber Daya Dinas PMPTSP Kabupaten Purworejo

1.7 Issu Strategis

1. 1 Sistematika Penyusunan LKJIP

BA8 II PERIIYCAITAAIT rII{ER.'A

2.I Indikator Kinerja

2.2 Kebijakan,Strategi,Program,T[juar Dan Sasaran

2.3 Pe{anjian Kineda

BAB III AXI'ITTABILITAS XIITER.'A

3.1 Capaian Kinerja

3.2 Analisis Capaian Kineqia

3. 3 Realisasi Angga,ran

BAB IV PEITUTT'P

A. Capaian Kinerja

B. Rencana Aksi/ Tindak L"anjut

i
ii
iii

I

I

2

3

4

11

l3
t4
l5
16

16

t7

18

19

l9
2l
25

28

28

28



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Alloh SWT atas

rahmat dan karunia yang dilimpahkan dimana sampai dengal saat ini
masih dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab serta dapat

menyelesaikan penyusunan laporan Kine{a Instansi Pemerintah ( LKjIP )

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Purworejo Tahwn 2022.

LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Purworejo Tahun 2022 irri merupakan pertanggungiawaban

atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis. LKjIP tahun 2022

merupakan laporan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Purworejo Tahun 2O2l-2026.

Laporan Kineg'a Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo ini

merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas yang berfungsi

sebagai alat untuk menilai kinerja secara kuantitatif pelaksanaan tugas

dan fungsi dalam menuju good governance, wujud transparansi dan

pertanggunglawaban kepada masyarakat, serta alat kendali dan alat

pemacu peningkatan kinerja organisasi di lingkungan Dinas Penanaman.

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Purworejo diukur atas dasar penilaian indikator kine{a yang

telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo 202l-2026, Renstra

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-

2026, serta. yang tercantum daJam Pe{anjian Kineqja Dinas PMPTSP Tahun

2022. Secara umum capaian kinerl'a telah sesuai dengan yang

direncanakan meskipun masih terdapat beberapa kendala dan

permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Purworejo, 24 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

4KABUPATE RWOREJO

.AGUNG . AP. ,M,M.
Pembina Utama Muda

NrP. 197403081993111

!
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BAB I
PENDAHT'LUAIT

1.1. LATAR BELAXAITG

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa

negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk

memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan umum dan

meningkatkan kesejahteraan masyaratat. Penyelenggaraan

pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam

berbagai sektor, terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak

sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum

seperti yang diharapkan. Kurangrrya kine{a pelayanan publik ini

antara lain di karenakan belum di laksanakannya transparansi dan

akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh karena

itu pelayanan publik harus dilaksanakan secara transparan dan

akuntabel oleh setiap unit pelayanan instansi pemerintah, karena

kualitas kine{a birokrasi pelayanan publik memiliki implikasi yang

luas dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu diperlukan Ia.poran LKjIP dan Perjanjian Kinerja yang

berisi dokumen penugasar dan pimpinan instansi yang lebih tinggi

kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program / kegiatan yang disertai indikator kine{a, diharapkan melalui
pe!'anjian kinery'a tersebut terwujudlah komitmen penerima amanah

dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja
terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang sumber

daya yang tersedia, sesuai amanat Peraturan Menteri

Pendayagunaan. Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Peq'anjian Kinerja, pelaporan

Kineq'a dan Tata Cara Reviu atas l,aporan
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Kinerja Instansi Pemerintah yang dipergunakan sebagai

pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun pe{anjian

kineq'a.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu Perangkat Daerah yang

ada di Kabupaten Purworejo yang menyelenggarakan pelayanan

publik di bidang administrasi perizinan, telah berusaha untuk

menyelenggarakan pelayanan publik secara trasparan dan akuntabel

sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Purworejo Nomor 14 Tahun 2O16 Tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, narnun demikian

kami menyadari bahwa didalam penyelenggaraan pelayanan publik

masih perlu adanya pembenahan sehingga di harapkan adanya

peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat

L.2. MNISI'D DAIT TUJUAI{

1f Makrud

Maksud dibuat dan disusunnya Laporan Kine{a Instasi

Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Purworejo untuk tahun 2O22 ir^i, adalah

dimaksudkan untuk melaporkan kinerja tahunan baik kepada atasan

maupun kepada publik, yang berisi pertangunglawaban kinerja Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Purworejo dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis sesuai dengan

yang digariskan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo.

2| TuJuan

Adapun tujuan dibuat dan disusunnya Laporan Kineq'a

Instansi Pemerintah (L(jlP) Dinas Penanaman Modal dan pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo ini adalah:

a. Memberikan informasi kineq'a yang terukur kepada pemberi

mandat yaitu Bupati Purworejo atas kinerja yang telah dan
seharusnya dicapai oleh Dinas penanaman Modal dan pelavanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten purworejo;

b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagr Dinas
Penanaman Modal dal pelayanan Terpadu Satu pintu
Kabupaten Purworejo untuk meningkatkan kineq.a;
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Menciptakan sistem akuntabilitas kine{a di instansi Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Purworejo.

1.3. DASAR HT'KUM

. 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor

5);

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah ( L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587 );

3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2Ol4 tentang Sistem

Aku ntabilitas Kine{a Instansi Pemerintah;

5) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan

Pendayagunaan Aparatur Negara;

6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kineq'a dan Tata Reviu atas
Laporan Kineq'a Instansi Pemerintah;

8) Peraturan Daerah Kabupaten purworejo Nomor 12 Tahun 20lg
tentang Anggaran Pendapatan. dan Belanja Daerah Kabupaten
Furworejo Tahun 2021 (kmbaran Daerah Kabupaten purworejo

Tahun 2018 Nomor 12);

9) Peraturan Daerah Kabupaten purworejo Nomor lZ Tahun 2O2l
tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah

c
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T.4. PROFIL ORGANISASI

1.4.1. Tugar, Fungrl dan Struktur Organlsarl Perangkat Daerah

Tugar Pokok:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
Pemerintahan bidang penanaman modal sesuai dengan

kewenangan Daerah yang meliputi penanaman modal,

perizinan dan data, sistem informasi dan pengaduan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu

Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

1) Penyusunan dan perumusan kebijakan bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penan€rm€rn modal dan
pelayanan terpadu satu pintu;

3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman
modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman
modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan

4

Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021 (l,embaran Daerah

Kabupaten Purworejo Tahun 2O21 Nomor 17 );

10) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Purworejo (kmbaran Daerah Kabupaten Purworejo

Tahun 2016 Nomor 14 Seri D Nomor 1l), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor

I Tahun 20178 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Purworejo (kmbaran Daerah Kabupaten

Purworejo Tahun 2017 Nomor 1);

11) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 81 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi, serta Tata

Keda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Purworejo.



5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di

bidang penanarnan modal dan pelayanan terpadu satu

pintu.

Susunan Organisasi, Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo terdiri

dari:

l)

2l

3)

Kepala DPMPTSP;

Selrretariat;

Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4.1.L. Sekretariat

Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris yang berada

di bawah dan bertanggungiawab kepada Kepala

Dinas. Sekretariat mempunyai tugas

mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan

teknis dan menyelenggaralaa tugas-tugas Bidang

secara terpadu, melayani dan mengendalikan

administrasi, yang meliputi perencanaan, umum,

keuangan. dan kepegawaian.

l) Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat

menyelenggarakan fungsi:

a. Pengoordinasian penyiapan perumusan

kebijakan teknis;

b.Pengoordinasian penyelenggaraan tugas-

tugas bidang secara terpadu;

c. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan

dan pengendalian administrasi perencanaan,

dan umum;

d. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan

dan pengendalian keuangan dan
kepegawaian;dan

e. Pelaksaaaan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala DpMpTSp sesuai
dengan tugas dan fungsi.
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2l Selcetariat,membawahkan:

3) Subbagian Umum;

4l Subbegan sebagaimana dimaksud dipimpin

oleh seorang Kepala Subbagian yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada

Sekretaris. Subbagian Umum mempunyai tugas

melaksanakan dan menyiapkan bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan telanis,

melayani dan mengendalikan administrasi di

bidang umum yang meliputi:

a. menyelenggarakan administrasi barang milik

daerah;

b. menyelenggarakan administrasi umum;

c. menyelenggarakan pengadaan barang milik

daerah;

d. menyediakan jasa;

e. menyelenggarakan pemeliharaan barang milik

daerah;

f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;

g. menyelenggarakan administrasi

keuangan;dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang

diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas

jabatannya.

1.4.1.2. Kelompok Jabatan Fungrlonal.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana

dimaksud berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris. Kelompok Jabatan Fungsional

dibawah Sekretariat terdiri atas Jabatan Fungsional

yang melaksanakan fungsi Perencanaan, dan fungsi

lain sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat.

1.4.1.3. Kelompok Jabatan Fungslonal Penanaman Modal

Kelompok Jabatan Fungsional penanaman

Modal berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala DPMPTSP. Kelompok Jabatan

6



Fungsional Bidang Penanaman Modal terdiri dari

Koordinator Kelompok JF dan Kelompok JF.

Koordinator sebagaimana dimaksud

sekurangkurangnya dijabat oleh Pejabat Fungsional

Ahti Madya. Koordinator Kelompok Jabatan

Fungsional Penanaman Modal menyelenggarakan

fungsi:

l) pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencara

umum, rencana strategis dan rencana

pengembangan penanamarl modal lingkup daerah

berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;

2) pengkajian, penyusunan dan pengusulan

deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup

daerah;

3) pengembangan potensi dan peluang penanaman

modal lingkup daerah dengan memberdayakan

badan usaha melalui penanaman modal, antara

lain meningkatkan kemitraan dan daya saing

penanaman modal lingkup daerah;

4) penyusunan dan pengembangan

kebijakan/strategi promosi penanaman modal

lingkup daerah;

5) perencanaan kegiatan promosi penanaman modal

di dalam dan luar negeri;

6) penyusunan bahan, sarana dan prasarana

promosi penanarnan modal;

7) pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman

modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

8) pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi penyelesaian

permasalahan penanaman modal, dan
pendampingan hukum;

9) pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan

kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai

dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan
perundang-undangan;

10) pembangunan dan pengembangan serta
pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
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11) pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah

pusat, perangkat daerah teloeis terkait

perencanaan, deregulasi, dan pengembangan

iklim penanarnan modal lingkup daerah

berdasarkan sektor u saha;

12) penyusunan laporan perencanaan,

pengembangan iklim, promosi, pembinaan,

pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan

pengawasan penanaman modal pada sistem

teknologi informasi (secara elektronik) sesuai

dengan ketentuan peraturan

perundangundangan ;dan

13) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan

oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsi.

Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional

Penanaman Modal mempunyai tugas mengoordinir

pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Penanaman Modal yang meliputi:

1) menetapkan pemberian fasilitas/insentif dibidang
penanarnan modal yang menjadi kewenangan

daerah kabupaten, yang meliputi:

a. menetapkan kebijakan daerah mengenai

pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan

penanam.rn modal;dan

b. mengevaluasi pelalsanaan pemberian

fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman

modal.

2) membuat peta potensi investasi kabupaten, yang

meliputi:

a. menyusun rencana umum penanaman

modal daerah kabupaten;dan

b. menyediakan peta potensi dan peluang usaha
kabupaten.
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3) menyelenggarakan promosi penanaman modal

yang menjadi kewenangan daerah kabupaten,

yang meliputi:

a. menyusun strategi promosi penanaman

modal;dan

b. melaksanakan kegiatan promosi penanaman

modal daerah kabupaten.

4) mengendalikan pelaksanaan penanaman modal

yang menjadi kewenangan daerah kabupaten,

yang meliputi:

a. melaksanakan koordinasi dan sinkorinisasi

pemantauan pelalsanaan penanaman

modal;dan

b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi

pengawasan pelaksanaan pen€rnaman modal.

5) melaksanakan tugas kedinasan lain yang

diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas

dan fungsi.

1.4. 1.4. Kelompol, Jabatan Fungrlonal Pel.ayanan Terpadu

Satu Plntu

Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional

Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan

fungsi:

l) pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan

nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

2) pelaksanaan,pemeriksaan,identifikasi,verifikasi/

validasi dan pengelolahan data perizinan

beru saha dan nonperizinan;

3) pelalsanaan pengawasa_n, pemantauan, evaluasi

dan pengadministrasian pelayanan perizinan

berusaha dan nonperizinan;

4) pelaksanaan pemberian informasi, publikasi,
konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan
nonperizinan;

9



5) pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat

dalam rangka pelayanan perizinan dan

nonperizinan;

6) pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan

berusaha dan nonperizinan ;

7) pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat

dan perangkat daerah teknis dalam rangka

pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;

8) pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan

pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi,

penyuluhan kepada masyaralat, dan pelayanan

konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;dan

9) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan

oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsi.

Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional

Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas

mengoordinir pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan

Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang

meliputi:

l) menyelenggarakan pelayanan perizinan dan

nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang

penanaman modal yang menjadi kewenangan

daerah kabupaten, yang meliputi:

a. menyediakan pelayanan terpadu perizinan

dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan

perizinan berusaha terintegrasi secara

elektronik;

b. memantau pemenuhan komitmen perizinan

dan nonperizin€rn penanaman modal;

c. menyediakan layanan konsultasi dan
pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap
pelayanan terpadu perizinan dan non
perizinan;dan
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d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi

penetapan pemberian fasilitas/ insentif

daerah.

2) melaksanakan pengelolaan data dan informasi

perizinan dan non perizinan yang terintegrasi

pada tingkat daerah kabupaten, meliputi

mengolah, menyajikan, dan memanfaatkan data

dan informasi perizinan dan nonperizinan

berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha

terintegrasi secara elektronik;dan

3) melaksanakan tugas kedinasan lain yang

diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas

dan fungsi.

1.4.1.5. Jabatan Fungdonal Dan Tlm Teknls

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jenis

Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian

dan ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangundangan.

Jenjang dan jumlah kelompok Jabatan

Fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan,

analisis jabatan, dan analisis beban kerja. Kelompok

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan fungsional

berdasarkan keahtian dan ketrampilan tertentu.

1.5. StnrkturOrganlrasl
Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo, adalah sebagai berikut :

il
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1.6. Sumber Daya DINPMPISP

1.6.1. Sumber Daya Manusla

Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan Karyawan /
Karyawati pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo terdiri dari PNS

sebanyak 18 (delpan belas ) pegawai yang terdiri dari 12 (dua

belas) pegawai laki-laki dan 6 (enam) pegawai perempuan

dengan klasilikasi sebagai berikut :

Golongan IV
* lv/a* rvlb
* IV/c

Golongan III
a III/a
* rrrlb
* llllc* rrr/d

Golongan II
* ll/a
* rrlb
* tr/c
a fi/d

: 5 orang
: I orang
: - orErng
: 1 orang

: 6 orang
:2 orang
: 1 orang
: 2 orang
: I orang

: 5 orang

: 2 orang
: - or€rng
: - orang
: - orang
'.2 orang

: 18 orang

: - orang

: 5 orang

: 9 orang

- orang
l orang
1 orang
3 orang

Golongan I
* l/a
* t/b
* l/c
* lld

TotaI

Berdasarkan Pendldikan

*SD
* SLTP
.T. SLTA
,D2
tD3
*D4
.r. s1
as2

2
1

3

4

;
5

orang
orang
orang
orang
orang
orang
orang
rano

Dlklat PenunJang
.t Pimpinan Tk. II
t Pimpinan Tk. III

* Pimpinan Tk. IV

l3



DlLlat Teknlr
.:. PTSP Bidang PM Tk. Pertama

.:. PTSP Bidang PM Tk. tanjutan
+ PTSP Bidang PM Tk. Sektoral

* Diklat IMB

* Diklat SPIP

.:. Penerapan Akuntansi berbasis Akrual

* Diklat kearsipan

: 5 orang

: 5 orang

'.2 orang

: 2 orang

: 1 orang

: 3 orang

:2 otang

1.6.2. Sumber Daya Aset / Modal

1.7. Irsu Strategis

perumusan kriteria strategis berdasarkan tujuan pembangunan

daerah bidang Penanaman Modal adalah:

I ) Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik
semakin tinggi. Pelayanan Penanaman Modal dan perizinan yang
adil, transparan dan akuntabel benar-benar dibutuhkan

No Uralan Keterangan

I Tanah Milik Setda Satu bidang lokasi di Jln
Proklamasi No. 2 Purworejo

2 Bangunan Gedung
a Peralatan Kerja Kantor 2 I unit komputer, 9 unit printer,

6 unit laptop, 1 bh mesin ketik
manual, 1 unit LCD Proyektor, 1

bh UPS, 1 unit server, 1 unit
Telephone PABX dan Faxsimile, 3
Scanner, I Komputer Anjungan

4 Perlengkapan Kantor 8 bh AC Split, 1 bh Kipas angin,
2 bh Dispanser, 30 bh meja kerja,
3 bh bangku tunggu panjang, 1

bh televise.
5 Alat Tran sportasi 8 Unit (3 unit mobil dinas dan 5

unit motor dinas).
6 20 unit (12 bh lemari besi, 6 bh

filling besi/metal, 2 bh rak
kayu/besi).

7 Peralatan studio dan
dokumentasi

2 bh tustel/kamera digital, I bh
audio Tape Reel
Recorder/ spealer aktif.

8 E-permit ( software aplikasi SIM
perizinan), Si Ida, Si Cantik
Cloud, OSS

t4
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masyarakat sehingga perlu diwujudkan dan ditingkatkan secara

konsisten;

2) Pengembangan promosi potensi investasi diharapkan dapat

menarik para investor untuk menanamkan modalnya atau

berinvestasi di Kabupaten Purworejo;

3) Perlu penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara

kualitas maupun kuantitas dan pengembangan sarana

prasarana pendukungnya.

b

a Bab I Pendahuluan

berisi tentang latar belakang, malsud dan tujuan, Tugas Pokok

dan Fungsi, Struldur Organisasi, Sumber Daya, Permasalahan

Utama yang dihadapi dan Issu Strategis Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP)

Kabupaten Purworejo , dan Sistematika Penyusunan LKjIP;

Bab II Perencanaan Kinerja

berisi tentang uraian ringkasan/ikhtisar pery'anjian kinerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DINPMPTSP) Kabupaten Purworejo Tahun 2O22;

Bab III Akuntabilitas Kinerja

berisi tentang Capaian Kine{a Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten

Purworejo dan Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten

Purworejo tahun 2022;

Bab IV Penutup

berisi tentang uraian kesimpulan atas capaian kineda Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DINPMPTSP) Kabupaten Purworejo tahun 2021 dan Langkah-

langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu

(DINPMPTSP) Kabupaten Purworejo tahun 2022;

l^ampiran:

c

d

e

l5
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BAB II
PERENCANAAN KINER^'A

Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengupayakan optimalisasi capaian target

kine{a sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun

202t-2026.

2,I. INDII(ATOR KINEzuA UTAMA

Indikator kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan

organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil

berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi

organisasi. IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (DPMPTSP) merupakan indikator kine{a yang berada pada

perspektif malfaat bagi stakeholders yang menunjukkan peran utama

DPMPTSP dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan

nonperizinan serta penyelenggaraan pelayanan urusan bidang

penanaman modal. Indikator Kinerja Utama terbagi menjadi dua

perspektif, yang pertama bersifat outward looking yaitu perspektif

manfaat langsung bagi stakeholders eksternal yang menunjukkan

peran utama DPMPTSP dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan

dan non perizinan serta penyelenggaraan pelayanan urusan bidang

penanaman modal. Perspektif kedua bersifat inward looking yang

menunjukkan manfaat b"gr stakeholders internal DPMPTSP. Penetapan

indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran

strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis.

Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran

strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan

menggunakan indikator keluaran (output). IKU DPMPTSP Kabupaten

Purworejo dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kab.Purworejo

I{o Sesanr hditrtot f,iffrF UtrE.
Peqi&m / Fomule

Pcr t[.[gr! Sumber hta

Meningkahya Realisasi

Penanaman Modal

Realisasi Penanaman

Modal

Realisasi PEnananan

Modal Tahun berjalan

DPMPISP {Sumber dara

dari IJGM)
DPMPlSP

2
Meningkahya kualitas

pelayanan Publik

Indeks Kepuasat

Maslamkat [KM)
Perangkat Daerah

Indels Kepuasan

Masyarakat (lKM)

Pemngkat Daerah

DPMP'ISP DPMPTSP

t6
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2.2. KIBIJAXAIY, STRATEC}I, PROGRAU, TU.'UAN DAIY SASARAN

1. Kebijakan

a. Peningkatan kualitas SDM, Sarana Prasanana, Keuangan, Tata

kerja dan ketatalaksanaan.

b. Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal

dengan penyederhanaan dan pemberian kemudahan perizinan,

mengembangkan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pelayanan

Perizinan online, promosi investasi, pengendalian dan fasilitasi

penanaman modal, peta potensi investasi, data dan sistem

informasi penanaman, disertai upaya mitigasi terhadap

lingkungan meliputi : Pemantauan/audit lingkungan serta

pengawasan/pengetatan perizinan alih fungsi lahan pertanian.

2. Strategi

a. Meningkatlan dukungan kinerja perangkat daerah melalui

SDM, sarana prasarana, keuangan, Tata keg'a dan

Ketatalaksanaan Penanaman Modal.

b. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif melalui peningkatan

pelayanan perizinan.

3. Program

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;

b. Program Promosi Penanaman Modal;

c. Program pelayanan penanaman modal;

d. Program pengendalian pelalsanaan penanaman modal;

e. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman

modal;

f. Program penunjang urusan pemerintahan daerah

kabupaten/kota.

4. Tujuan

a. Peningkatan Nilai Investasi;

b. Peningatan Kualitas Pelayanan Publik.

5. Sasaran strategis

a. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modat;

b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

6. dengan Indikator Kine{a Sasaran (tKS) :

a. Realisasi Penanaman Modal;

b. Indeks Kepuasal Masyarakat (lKM) perangkat Daerah.

t7



2.3. PER.'AITJIAN XIITER.'A

Dokumen Perjanjian Kine{a (PK) merupakan dokumen yang

berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada

pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kine{anya. Adapun

Perjanjian Kine{a Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu yang merepresentasikan kine{a instansi dengan

Bupati Kabupaten Purworejo sebagai berikut:

Pe{anjian Kineia Tahun 2022

PEN.'AruIAT f,ITIE'A TAIIUi 2O2iI
DITAA PIf,AIlAI Jl IODAL DAJi PII"AYAXAT TEIIADU IATI' NTTU

rABI'?ATTT PUNSORI.'O

't!!rE
I Pr!3taE FcrAcobantan tLliE tulr.naloan uodal

2 Fqr8m Praaoii Fensruman Modal

3 hogaI! hhvaIlan Fenansrran Modal

a Prorrao Pcqeodalian Felaklaruan PcnsrraEar| Modal

5 Prqran enldoban Data Dan $dcD ln&nDali
kn.t!.aan Mod.l

6 ProgreE P"nunjanS Urulan F"mcrintah& Daffah
linbuDatcn /Kota

Juolr-b Al4rna

6.20 t.703.180 APBI,

7.681.717- 1rO

hrr$orcjo. 3 oktobcr 20.]2

Rp

Rn

Rp

Rp

Rp

Rp

np

Al8rtr!

2,tE.320.(rcO

203 144 lsn

494.437.204

399.E 18.,166

r50.294. t04

falr.aE

APBD

APBD

A"PT'D

APBD &
DAK

APtsD

aous BA!rTn!. a.E.. M.M.

XEPAI-A I)INAS PENANAMAN MODA! DA}i
PT:LAYANAN TERPADU SATU PINTU

,:::f["__
lbEbirla Ura.ua Muda

NlP. 197.1O3()A t9931I I m2

(.

s.a.ran Stntctl lndtl.tor Xi..rJ. Tsract
Xlacde

rlt
I Irf cnin3l6tnva R.alila.i FEnana-66n

Modd
Realllasi PcrransDan Modal tr7.65 M

Meniqlatnya kualitas p.layatran
hrbtik

lndcks Kcpuaran Mar-varaLat (lKM)
tkrentkef t)acralt rlH
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3.1. Capalan KlnerJa

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tahun 2Ol7

Tentang Pedoman Teknis Peg'anjian Kine{a, Pengukuran Kinerja dan

Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo

dengan pengukuran kinerja sebagai berikut:

l. Perbandingan Target dan Realisasi Kine{a Tahun 2022

Hasil Perbandingan Target dan Realisasi Kine{a Tahun 2022 akan

dapat diketahui status capaian masing-masing indikator yang

dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu sebagai berikut ini:

a. Tercapal. Apabila capaian kinerja Tahun 2022, telah tercapai

1007o atau lebih dari Target Akhir RPJMD Tahun 202l-2026

(>9Oo/ol. Simbol yang digunalan adalah tanda (O) warna hijau.

b. Ttdak Tercapal. Apabila capaian kine{a Tahlun 2022, kurang

dari 9O% dari Target Akhir RPJMD Tahun 202l-2026 (<89%).

Simbol yang digunakan adalah tanda (<) warna merah.

2. Perbandingan Realisasi Kine{a IKU dengan Target Akhir RPJMD

Tahun 202l-2026 dibedakan menjadi 2 (dua) jenis perbandingan,

yaitu:

a. Hasil Perbandingan Realisasi Kine{a IKU selain akhir tahun

RPJMD dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2021-2026, akan

dapat diketahui status capaian masing-masing indikator yang

dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu sebagai berikut ini.

- Tercapal. Apabila capaian kine{a Tahun 2022, telah

tercapai 100%o atau lebih dari Target Akhir RPJMD Tahun

202l-2026 (=100%). Simbol yang digunakan adalah tanda
(O) warna hijau.

- Akan Tercapal. Apabila capaian kinerja Tahun 2022

Tercapai lebih dari 600/o, tetapi belum mencapai 100% dari
Target Akhir RPJMD Tahun 2021-2026 (>600/o, <1OOo/o).

Simbol yang digunakan adalah tanda (>) warna kuning.
- TtdaL Tercapal. Apabila capaian kinerja Tatrun 2022,

kurang dari 6U/o dari Target Akhir RpJMD Tahun 2021_

2026 l<6Uyol. Simbol yang digunakan adalah tanda (<)

warna merah.

t9
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b. Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja IKU tahun akhir RPJMD

dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2016-2021, akan dapat

diketahui status capaian masing-masing indikator yang

dibedakan menjadi 2 (dua) kategori final, yaitu sebagai berikut

1n1:

- Tercapal. Apabila capaian kine{a Tahun 2022, telah

tercapai 1007o atau lebih dari Target Akhir RPJMD Tahun

202l-2026 (>90%). Simbol yang digunakan adalah tanda

(O) warna hijau.

- Tldal Tercapal. Apabila capaian kineqja Tahun 2022,

kurang dari 89o/o dari Target Akhir RPJMD Tahun 2021-

2O26 (<89o/ol. Simbol yang digunakan adalah tanda (<)

warna merah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Purworejo telah menetapkan Indikator Kine{a Utama

dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Nomor : 9OOl5l7 12O22

Tanggal 04 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kine{a Utama

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Purworejo Tahun 202l-2026 yaitu :

1. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal dengan indikator sasaran

Realisasi Penanaman Modal dengan formulasi :

Realisasi Penanaman Modal Tahun bedalan sesuai Laporan Kegiatan

Penanaman Modal (LKPM).

2. Meningkatnya kualitas pelayanan Publik dengan indikator sasaran

Indeks Kepuasan Masyarakat (lKM) Perangkat Daerah.

Sasaran tersebut merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga

sebegaimana tertuang dalam RPJMD 202l-2026 yaitu oMeningkatkan

daya saing pertumbuhan Ekonomi Daerah berbasis UKMK,
perdagangan, industry serta potensi pariwisata dan kebudayaan,;
Dan misi keempat yaitu "Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan
publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good govemance)"

20



3.2. Analisis capaian ltln6qla

Analisis capaian kinerja dari sasaran strategis Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo pada

Tahun 2022 adalah sebagai sebagai berikut :

3,2.1. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Reallsasl Penanaman Modal

Tabel 3.1. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis I

T
o

Sagaran
Stretegle

Iadikator
Kinerje
Utatna
(rKu)

Koadlal pada
awd periode
Peretrcatlaau
(Tahun 2$l2f

Kinerje Tahua 2022 Target
Kherja
RPJUD
(Tahun
20261

Capal
el

Klner
ja

Kate
gori
caP
aian
Kine
rjs

Target Realisesi Capaian

1 Meningk
atnya
Realisasi
Penanam
an Modal

Realisasi
Penanaman
ModaI

7 t,24 M 67,65 M 71,24 M 105,31 % 99,05 M

Rumur II(L = Realisasi Penanaman Modal Tahun berjalan (Sumber data dari LKPM tahun
alan

capalatr lcnerJa Tahun 2022 i05,31
o/"

Hssll Perbandlngan Reallsasl KlaerJa Tahua 20212 tcrha&p Tahtt 2U22 100 %

Hasil PerbandingaD Cepaiatr KinerJa Tahun 2Oil2 terhadap Tahun 2Ul2 100 %
Capaian Klnerja s.d. 2U22 tetbe.ibp Target Klaerja akblr RPJUD (Tahun
20261

71 ,92
o/o

(r)

Capalan
2t22
terhadap
Statrdar
IYasloEsl

Capaian SaaaraD.
1q)

o/o

a Analkis penyebab Leberhasllan/kegagafaa atau
penlngkatan/ penumnan ldnerJa

Tahun 2022, nilat realisasi investasi penanaman modal

mengalami kenaikan, hal ini disebabkan oleh:

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam

mengurus perizinan usaha;

2. Adanya Mal Pelayanan Publik (Mpp) yang

memudahkan pelaku usaha untuk mengurus
perizinan;

3. Pengurusan perizinan yang semakin mudah dan cepat;
4. Perkembangan teknologi yang pesat.

2l
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b Anallsb atas eflslend pengigunaan sumber daya

Efrsiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk
mencapai Sasaran Strategis adalah dengan menggunalan

anggaran untuk aktMtas yang benar-benar berpengaruh

terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi

penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 16 o/o atau
sebesar Rp 199.3a3.000.

Anallrlr program/keglatan yang menunJang

keberhasllan / kegagalan pencapalan klnerJa

Sasaran strategis 1: Meningkatnya nilai investasi,

didukung oleh beberapa Program antara lain :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Program ini ditargetkan untuk pencapaian

pertumbuhan jumlah kepeminatan penanaman modal

sebesar 57o hingga akhir periode RPJMD. Pada tahun

2O22, kegsatan pada program ini telah mencapai target

yang telah ditetapkan.

2. Program Promosi Penanaman Modal. Program ini

ditargetlan untuk pencapaian persentase nomor

induk berusaha yang terbit terhadap jumlah

kepeminatan sebesar 99,5OVo. Semua kegiatan telah

mencapai target yang ditetapkan.

3. Program Pelayanan Penanaman Modal. Program ini
ditargetkan untuk pencapaian persentase pelayanan

penanarnzrn modal sesuai norna standar prosedur dan

kriteria sebesar l00yo. Program ini mendukung

program unggulan Purworejo Tangkas dengan rencana

implementasi Optimalisasi Mall Pelayanan Publik
sebagai pusat rujukan: Pembuatan SIM, perpanjangan

STNK, passport, event nikah gratis, taspen, dsb. pada

tahun 2022 semua kegiatan pada program ini telah
mencapai target yang ditetapkan.

4. Program Pengendalian pelaksanaan penanaman

Modal. Program ini ditargetkan untuk pencapaian
persentase pelaku usaha yang memenuhi ketentuan
NSPK sebesar 1007o. Semua kegiatan pada program ini

c
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pada tahun 2022 telah mencapai target yang

ditetapkan.

5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi

Penanaman Modal. Program ini ditargetkan untuk
pencapaian persentase jenis data dan informasi

perizinan dan nonperizinan yang disediakan sebesar

l00yo. Semua kegiatan pada tahwn 2022 telah

mencapai target yang ditetapkan.

5.2.2. Sasaran Strategls 2: Penlngatan Kualltas Pelayanan Publik

N
o

Sa3araa
Strategls

hdlhator
I{tnerJa
UtaEa
(IKUI

Kondlsl
poda
asal
periode
Peretrca
11aatt
(Tahuu
2O2Ll

KiaerJa
Tahua
2g2r

KtnerJa Tabua 2O22 Target
KlnerJa
RPJUD
(Tahun
2c261

Capalan
KtnerJa

Kate
gorl
caP
alarr
Klse
rJa

Real
lsael

caP
alanr

Target Realis
asl

caP
aiaa

1 Meningk
atnya
kualitas
pelayana
n Publik

Indeks
Kepuasan
Masyarak
at 0KM)
Perangkat
Daerah

88 88 105,
36 o/o

88 94,42 to7,
3O o/o

88

Ruaur IKII = Survey Kepuasan Masyaralat (SKM)

Cepalan KtaerJa Tahun 2O22 lO7 ,3O o/o

Hasll Perbaudlngan Redlsasl KlaerJa Tahua 2O22 terhadap Tahun
2U2t 101,83 0/o

Harll Perbaadhgan Capalaa KlnerJa Tahun 2ol22 tettradrp Tahua 2O2l lOl,84 o/o

Capalan KtaerJa s.d. 2022 terhadap Target Kherje akhlr RPJMD
(?ahun 2026f 107 ,30 0/o

Capalaa
20.22
terhadap
Standes
!Iarloual

Capalau Sasaran loo o/o

a Analisls penyebab keberhasilan/kegagalan atau
p€nlngkatan/penurunan klnerJa
Capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (lKM)

Perangkat Daerah ditunjukan dengan nilai SKM yang
dicapai sebagai hasil dari survey yang telah dilakukan.
Adapun hasil evaluasi atas pelayanan perijinan pada

23

Tabel 3.2. Pencapaian Kine{a Sasaran Strategis 2

(ol
(ol

(ol
(ol

o



b Anallslc atas eflslensl penggunaan rumber daya
Efisiensi pengguna€rn sumber daya yang dilakukan untuk
mencapai Sasaran Strategis adalah dengan menggunakan
anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh
terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi
penggunaan angg.rran dengan efisiensi sebesar 9 o/o atau
sebesar Rp 6 18.433.604.

24

'tahun 2022 menunjukan nilai SKM DPMPTSP sebesar

94,42. Realisasi nilai Survey Kepuasan Masyaralat (SKM)

Terhadap Pelayanan Perizinan pada tahun 2022 sud,ah

memenuhi, bahkan melampaui target yang ditetapkan

dalam Renja. Peningkatan capaian kine{a ini disebabkan

oleh beberapa faktor, salah satunya adalah beroperasinya

Mal Pelayanan Publik yang memudahkan masyarakat

mengurus pelayanan perizinan di kabupaten purworejo,

sehingga tingkat kepuasan masyarakat meningkat.

Meskipun demikian, DPMPTSP akan selalu melakukan

perbaikan ataupun meningkatkan kualitas pelayanan agar

terwujudnya kepuasan penerima pelayanan / pemohon izin

di DPMPTSP Kabupaten Purworejo.

Dalam upaya pencapaian sasaran yang maksimal,

berdasarkan laporan SKM tahun 2021, Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memerlukan

beberapa pembenahan, antara lain :

1. Kelengkapan informasi mengenai prosedur pelayanan;

2. Kelengkapan informasi mengenai prosedur pelayanan

penting guna memberikan informasi kepada pemohon

izin tentang tata cara mengurus izin. Salah satu

Iangkah yang bisa dilakukan adalah dengan

memasang tata urutan/ langkah-langkah pengurusan

perizinan dalam bentuk papan/media lain sehingga

pengguna layanan ketika pertama kali masuk ke

DPMPTSP akan merasa terbantu dengan adanya media

komunikasi tersebut.
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3.3. ReallseslAnggaran

Tabel 3.3. Realisasi Anggaran Dinpmptsp Tahun 2O22

Anallsls program/keglatan yang menunJang

keberhasllan / kegagalan pencapalan kinerJa

Sasaran strategis 2: Peningatan Kualitas Pelayanan

Publik, didukung oleh Program Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pada sub kegiatan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, capaian kinerja
adalah 83o/o, hel ini dikarenakan banyaknya pegawai yang

dimutasi ada pegawai yang pensiun, sehingga perlu

dilakukan Penyesuaian pada perencanaan anggaran

tahun selanjutnya.

No. Prograo, Kegiatar, da! Sub Kcgtrtan PAGU suEber
Dala

RGslLsd ltctlrllra
(RDl

URUSAII PEU ERIIMAHAN BIDAIIG
PEI{ANAUAN f,ODAL

7.68 r.7l7.1lO 5.893.694.449 a9,74

I PROGRA.T PEI{UIIJANG URUSAN
PE ERINTAHAI{ DAERATI
KABUPATET/ KOTA

5.453.S74.400 a7,94

I Pcreacalaatl, Pcnganggaron, den
Earahra.i Blncrlo Per.!{k.t D.erah

DAU t9.740.4@ 99,95

Penlrusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

5.250.00O DAU 5.249.000 99,98

Koordinasi darr Penlrusunan Dokumen
RKA.SKPD

1.500.000 1.499.800 99,99

Koo.dinasi dan Penlrusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD

l -500.ooo DAU 1.499.800 99,99

2.000.000 DAU 2.000.000 100

Koordinasi dan Penl.usunart Perubahan
DPA.SKPD

2.000.000 DAU 2.000.000 100

Koordinasi dan PenJrusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisaei
Kinerja SKPD

2.500.o00 2.499.800 99,99

Evaluasi Kineria Perangkat Daerah 5.000.000 DAU 4.992.OOO 99,84
2 ArlDilittr..t Kars!8a! Peratr8tat

D.or..h
2,144.962,Ot2 l 836.993.696 43,92
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6.201.703.180

19.750.0OO

DAU

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

DAU

DAU



lao. PrognE, Xegt t a, dra Aub Kegt t ,r PAGU SurDbcr
Irerlr

R!.ltr.l ltcu.!!r!
tbt

vo

Peny.diaan Gaii dan Tunianqan ASN 2.166.066.544 DAIJ" 1.814.461.369 a3,77
Koordinasi dan Penjrusunan lapora,r
Keuangan Akhir Tahun SKPD

2.000.000 1.960.400 94,o2

Koordilasi dan Pcn) rsunai Laporan
Kcuangan
Bulanan /Tri*ulanan / ScE csteran
SKPD

18.895.468 DAU 14.592.527 94,4

Pen)rus.rnan Pelaporan dan Analisis
Promosis Realisasi An*aran

2.O00.o00 DAU 1.979.400 94,97

3 Ad&ltrldr.rl Kcpclcpala.! Pcrangl.t
Dacrah

29.OOO.OOO DAU 28.979,800 99,93

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tu(as dan Fungsi

29.O00.000 DAU 2a.979.aOO 99,93

4 AdrDlntstreri UmuD Peraogtat Dacreh 192.367-OOO DAU 192.103.423 99,86

Penyelenggaiaan Rapat Koordinasi da,r
Konsrltr-si SKPD

192.367.OOO DAU 192.1O3.423

5 Pergrd.rn Br.e.ag M[tL Daeah
Peauajang Urulal Peaedlteh Daerah

DAU 2.927.337 .tt4 49,95

Pcngadaan Sarana dan Prasarana
Gcdudg lGntor atau Bangunan La.innya

3.254.306.200 DAU 2.927.337 .lt4 89,95

6 Pcnycdloan.ro.a Penua.la!8 Urulan
PeDedntitan lraer.h

41o.327.L64 DAU 341.905.O40 83,33

Penyediaan Jasa Surat Mco],urat 23.484.500 DAU 23.477.500 99,97
Penycdiaan Jasa Ko[lunikasi, Suober
Daya Air da, Ustrik

147.300.000 DAU a5,72

Penycdiaan Jasa Pelayanan UEluo
Kantor

239 .542.664 DAU 192.164.O24 40,22

7 Poaollt r.an Bem[g MIIIL D.crah
Penuljalg Uru.an Pcaerlntaben
D&6reh

106.990.804 DAU 1.06 .514 .927 99,56

Pcnyediaan Jasa Peaeliharaan, Biaya
Pemcliharaan dan Pajak Kcndararn
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

59.772.4O4 DAU 59.343.548 99,24

Pem eliharaatr / Rehabilitasi sarana dan
Prasarana Gedung lGntor atau
Banrunan Lainnya

47.218.OOO DAU 47.17 t.379 99,9

2 PROCIRAIII PEIIGEUBAI|GAII IXI.IM
PENAIIAIIATI MODAI

224320.OOO DAU 22A.177 .900 99,94

I Poaotap.! Peded.!
Fedlttr./Io&nttf IXbl&rg
PenrD.m.a Dlodd t.!g tnenj.dl
Xeroaan|lan l)aorah Krbupeten/Kot8

22As20.OOO DAU 224.177 .900 99,94

Penctapan Kebijakan Dacrah acngcnai
Peoberian Fasilitas/ Inssn tif dan
Kemudahan Pcnanaman Modal

224.320.OOO DAU 224.t77.900 99,94

3 PROGRAIII PROMOSI PENAIIAJf, AJf
MODAI,

203.r44.150 DAU 194.559.O81 95,77

Pettlrelo rler..E ProEoal PenaaaDr[
Mod.l y..g msaFdl KeEcaangen
Iraerah KrbuD.ten/ Kot

203-144.150 DAU 194.559.0a I 95,77

PcnJrusrnan Strategi PlotEosi
Penanaman Modal

59.889.700 DAU 5a.454.000 97,6

Pelaksanaan Kcgiatan Promosi
Penalaman Moda.l Daerah

aten/Kota

t43.254.450 DAU 136.105.081 95,0r
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DAU

99,86

3.254-306.24J1J

t26.263.516

I



I{o. Progr&a, Kcgtrt.q dsa 8[b Kegt t ! PAGU SuDbor
I).trr

Rcallaaal Kcurrgall
lRol

qo

4 PROGR.IJII PEL/IYATAT PETAIAII.AIT
MODAL

494.437.204 DAU 483.780.945 97 ,06

L PchF!.a PGrldraa d.a tron
Potldlrn rocera Teryadu Aatu Phtu
dlbtdatrg P.n n Ern Hodd r.n!
Eoqtsdl Nor,6r.r8Bn lr.er.h
XrbuD.tcn/ Kotr

494.437.2o4 DAU 48s.780.94s

Peryodlaan PolEyeDea Tcrpadu
PerLdtra d6d l{olp€rLdra! bcrtc.it
SLtetB PcLyaaarr Perldnilr Benrraba
Tcdntor8asl eecer. Eleltrotrll

334-722.,BOO DAU 325.350.277 97,2

PcDantauan Pcaeouhan Kooitrtr€a
Pcrizinan dan Non Perizina!
Pcnanaman Modal

126.490.804 DAU 12t.746.214 96,28

Pcayediaan Iayanen Konsultasi dan
P.ngclolaan Pcngadua.n Mas1la akat
tcrhadap P€layanan Terpadu Pcrizinan
dan Non Perizinan

12.913.000 DAU 12.913.O00 100

Koordinasi da.n Sinkronisasi Penetapan
pcmberia.n Fasilitas/ Insentif Daerai

24.3 r0.600 DAU 23.73t.450 97,62

PROGRAM PEITGEI| DAIIAII
PETIIXSAIIAAII PEITANAMA'I MODAL

399.4la..16a 344.432.379 96,l5

I Pengondarlalr Pe!.tral..n
Ponsaeor[ Modal yalg &a$.dt
KGpsoan an I)qcr.h Nrbupeten/ Kota

399.Er8.2168 DAI( 384.4s2.379 96, t5

Koordinasi dan Sinkronisasi Petobinaan
Pelaksanaan Pcnanaaan Modal

342.7 54.276 DAK 367 .368.579 95,98

Koordinaai dan Sinkronisasi
Pcngawasan Pclaksanaan Pcnanaraan
Modd

17.064.r92 DAK 17.063.800 I00

6 PROGRA]\' PEI|GETDIAAI| DATA DAJ|
AIATEM ITIFORMASI PEI{AI{AIIAI{
MODAL

rso.294.104 t49 . t69.7 44 99,25

Polrgoloh.a Irat de.! loformrd
Pcrld.D.r dan trol Pcairlran yarg
To.latogr.li pa& Tltrglet Daer.h
KrbEDCto[/Kota

t50 .294. .tO4 DAU t49 .169.7 44 99,25

Pcngolahan, Penl.qjian dan
Pcmarrfaatan Data dan Informasi
Perizinan dan Non Perizinan Berbasis
Sisnea Pelayanan Pcrizinan Bcrusaha
Tcrintcfrasi sccara Elckronik

150.294.104 DAU 149 . t69 .7 44 99,25

Juelah 6.a93.694.449 49,74

Dana anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Purworejo yang dialokasikan pada Tah un 2022 seluruhnya
be{umlah Rp 7 .6aL.717. I 1O, dengan realisasi anggararl Rp. 6.893.694.449
dengan persentase capaian keuangan 89,74 o/o dan realisasi fisik 100%.

Capaian keuangan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Purwotejo pada tahun 2o22 dibawab 9oolo, hal ini
disebabkan karena banyaknya pegawai yang dimutasi ada pegawai yang
pensiun, sehingga perlu dilakukan penyesuaian pada perencanaan
anggaran tahun selanjutnya, dan adanya sisa anggaran untuk pengadaan
sarana dan prasarana Ma1 pelayanan publik.

semua kegiatan-kegiatan dalam program diatas telah dilaksanakan
semuanya dengan memperhatikan prinsip_prinsip pengelola€rn anggaran
yang efektif dan efisiensi
pelaksanaannya.

serta penuh kehati-hatian dalam
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BAB IV

PEltUTT'P

la.poran Kine{a Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo adalah

perwujudan kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Purworejo untuk mempertanggungiawabkan

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam

mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

A. Capalan KlnerJa

Capaian kineq'a Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Purworejo taht;:l 2022 :

l. Capaian Kineq'a belum maksimal karena belum lengkapnya data

yang disediakan (belum dirilisnya laporan Kegiatan Penanaman

Modal/LKPM).

2. Caparan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Purwotejo pada tahun 2022 dibawah 9U/o,

hal ini disebabkan karena banyaknya pegawai yang dimutasi ada

pegawai yang pensiun, sehingga perlu dilakukan Penyesuaian pada

perencanaan anggaran tahun selanjutnya, dan adanya sisa

anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana Mal Pelayanan

Publik.

B. Rencana Akst/Tlndak LanJut

Dalam upaya pencapaian sasaran yang maksimal, Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memerlukan

beberapa pembenahan, antara lain :

1. Perlu ditingkatkan kedasama/ sosialisasi kepada masyarakat
supaya masyarakat menyadari pentingnya per.r;inan dalam setiap
bidang usaha yang dilakukan;

2. Perlu ditingkatkannya kapasitas aparatur untuk dapat
meningkatkan iklim investasi yang sehat dan berwawasan
lingkungan dan meningkatnya daya saing daerah sehingga dapat
memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah;

3. Mewujudkan profesionalisme aparatur di Dinas penanaman Moda-l
dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten purworejo yang
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amanah, bersih, bebas dari KKN dan dengan mengutamakan

penegakan hukum untuk penegakan Peraturan Daerah mengenai

perizinan dan dukungan dan partisipasi masyarakat.

4. Adanya koordinasi dengan OPD-OPD lain yang terkait dengan

perizrnan dan penanaman modal untuk mewujudkan kemudahan-

kemudahan atau insentif sehingga mewujudkan

kemudahan/ketersediaan infrastruktur untuk menarik investasi di

Kabupaten Purworejo.

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu tahun 2022 dipeqelas dalam tingkat pencapaian sasaran yang

dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan

kebij aksanaan yang ditetapkan.

Keberhasilan capaian kinerja dalam tahap implementasi di Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Purworejo adalah merupakan keberhasilan dalam melakukan upaya-

upaya terhadap tercapainya target capaian kine{a yang sudah di

rencanakan, nannun apabila ada beberapa hal yang belum berhasil

dicapai target capaian kinerjanya akan menjadi komitmen bersama

pimpinan dan seluruh pegawai di Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memperbaiki dan melakukan

penyempurnaan-penyempurnaan pada tahun berikutnya.

Purworejo, 24 J anuai 2O23

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

aI(AIIUPATEN PURWOREJ o

AGUNG WIB AP. MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19740308 1993 111002
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